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Abstract

Poverty and limited access to welfare make it difficult for most poor people in Indonesia to meet their
basic needs, especially food needs. One of many efforts made by government, especially in the Ministry
of Social Affairs to overcome the problem of poverty and improve people's food security, is through a
social welfare program namely Non-Cash Food Assistance (BPNT). This study aims at finding the
empirical evidence for the measurement of the key performance indicators of the BPNT in Indonesia.
This study is a quantitative approach involving 1530 subject respondents, consisting of beneficiary
families, program assistants, and stakeholders from 34 cities/districts. Samples were determined by a
multistage sampling in randomized. A questionnaire was used to collecting the data. Collected data
were analyzed confirmatory factor analysis using Lisrel 8.50. Fitness of the measurement construct is
determined based on nine criteria of fitness. The results prove that the construct for measuring the
performance of the BPNT in Indonesia is formed by seven indicators, namely right target, right quantity,
right price, right administration, right time, right quality, and right benefits (abbreviated as 7R). The
test results prove, that all the criteria for the fit of the model are met. This means the performance of
BPNT program could be measured using these seven aspects so that it can be known how well the
process of the food welfare program in the field is. This evidence of measurement construct is also a
form of instrument validation which can then be recommended for use in future BPNT program
evaluation activities.

Keywords: confirmatory factor analysis, non-cash food assistance, key performance indicators,
measurement constructs.

Abstrak
Kemiskinan dan terbatasnya akses terhadap kesejahteraan menyulitkan sebagian besar masyarakat
miskin Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kebutuhan pangan. Salah satu upaya
yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah
kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, adalah melalui program Bantuan Pangan
Non-Tunai (BPNT). Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris terkait pengukuran konstrak
kinerja utama program BPNT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang
bersifat evaluatif. Sampel penelitian sejumlah 1530 responden, terdiri dari keluarga penerima manfaat,
asisten program, dan stakeholder dari 34 kota/kabupaten. Sampel ditentukan menggunakan teknik acak
multilevel. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Dari data yang terkumpul, dilakukan
analisis faktor konfirmatori berbantuan program Lisrel 8.50. Kecocokan konstruk pengukuran
ditentukan berdasarkan sembilan kriteria goodness of fit index. Hasil penelitian membuktikan bahwa
konstruk pengukuran kinerja program BPNT di Indonesia terbentuk oleh tujuh indikator yaitu (1) tepat
sasaran, (2) tepat kuantitas, (3) tepat harga, (4) tepat waktu, (5) tepat kualitas, (6) tepat administrasi,
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dan (7) tepat manfaat (disingkat 7T). Hasil uji membuktikan bahwa semua kriteria untuk fit model
terpenuhi. Ini berarti, bahwa kinerja program BPNT dapat diukur dengan menggunakan tujuh aspek
tersebut sehingga dapat diketahui seberapa baik pelaksanaan program bantuan pangan di lapangan.
Bukti dari konstrak pengukuran ini juga merupakan bentuk validasi instrumen yang kemudian dapat
direkomendasikan untuk digunakan dalam kegiatan evaluasi program BPNT di masa mendatang.

Kata kunci: analisis faktor konfirmatori, bantuan pangan non tunai, indikator kinerja utama,

konstruk pengukuran.

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi merupakan isu
global yang dialami oleh seluruh negara. Di
Indonesia persentase penduduk dengan gizi
buruk  dan menurut

gizi  kurang

Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia tahun 2018 sebesar 17,7%.
Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan
gizi ini menyebabkan masalah kelaparan
dan stunting, yang berimbas pada
rendahnya kualitas hidup manusia. Oleh
sebab itu, pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat menjadi salah satu program
Indonesia dalam

strategis Pemerintah

rangka mencapai ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dimaknai
sebagai kondisi di mana setiap saat semua
penduduk mempunyai jangkauan makanan
yang mencukupi dan bergizi secara fisik,

sosial, dan ekonomi untuk kelangsungan
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hidup sehat dan aktif (FAO, 2009; Palmer

& Groppo, 2002). Badan Ketahanan
Pangan RI (2013) menyampaikan bahwa
ketahanan  pangan  adalah  kondisi
kebutuhan pangan yang terpenuhi bagi
keluarga terganbar oleh  kecukupan
makanan dengan jumlah dan mutu yang
baik, aman, merata, halal, dan terjangkau.
Dengan demikian, ketahanan pangan rumah
tangga dapat dimaknai sebagai kapabilitas
keluarga untuk mencukupi  kebutuhan
pangan semua anggota keluarga secara
penuh baik kuantitas maupun mutu gizinya
(Mardisantosa, Bambang; Huri, Daman;

Edmaningsih, 2018).

Ketahanan  pangan  seringkali

dipandang sebagai isu krusial di dunia.
Masalah ini diuraikan pada dokumen
Millennium Development Goals (MDGs)
Sustainable Goals

dan Development
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(SDGSs). Masalah pangan terjadi di berbagai
negara mulai dari negara miskin hingga di
negara maju (Conceicéo et al., 2016). Di
negara berkembang, kebutuhan pangan
lebih besar dari

dialokasian setengah

penghasilan keluarga. Pada kasus ini,
keadaan menjadi rawan apabila terjadi
lonjakan harga secara mendadak sehingga
beberapa orang menjadi miskin dan sulit
memenuhi kebutuhan pangannya (Ivanic &
Martin, 2008). Pemberantasan kemiskinan
sangat erat dengan 17 tujuan global lainnya

tercantum dalam SDGs, yakni

yang
penduduk bebas dari kelaparan, pendidikan
berkualitas, dan sebagainya. Dalam hal ini
disampaikan juga bahwa relasi antar
komponen penting dalam mewujudkan
seluruh tersebut

tujuan (Ishartono &

Raharjo, 2019).

Pemenuhan  kebutuhan  pangan
merupakan poin kedua dalam Sustainable
Development Goals (SDG’s), yakni Zero
Hunger atau dengan bahasa lain tiada
rakyat kelaparan (HAM, 2012). Ini berarti,
pengentasan

kelaparan, pemenuhan
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kebutuhan gizi serta upaya mencapali
ketahanan pangan menjadi tujuan bersama
secara global. Dalam hal ini, Pemerintah
ketahanan

Indonesia  memprioritaskan

pangan melalui  kebijakan  nasional,
diantaranya melalui kesepakatan tingkat
internasional, yaitu: Sustainable
Development Goals (SDGs), World Food
Summit, dan Rome Declaration on World
Food Security (Anonim, 1996)
(Kementerian PPN/ Bappenas, 2017). Salah
satu kebijakan yang diambil pemerintah di
bidang ketahanan pangan nasional adalah
melalui program BPNT bagi penduduk
miskin atau kurang sejahtera di Indonesia
(Perpres Rl Nomor 63 Tahun 2017;
B2P3KS, 2018; Permensos RlI Nomor 11

Tahun 2018).

Menurut BPS, salah satu indikator
tingkat kesejahteraan penduduk nampak
pada tingkat kecukupan gizi terdiri dari
konsumsi kalori dan protein (The Central
Statistic Agency, 2020). Keluarga miskin di
Indonesia diukur berdasarkan kemampuan
kebutuhan Dalam

pemenuhan pokok.
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ukuran tersebut, penduduk miskin diartikan
sebagai penduduk yang tidak mampu secara
ekonomi dalam pemenuhan makanan
sebagai kebutuhan pokok. Jadi, keluarga
miskin merupakan keluarga dengan rerata
pengeluaran per kapita setiap bulan lebih
rendah dari garis kemiskinan. Dari data
BPS nampak bahwa Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) turut berkontribusi dalam
formasi garis kemiskinan sebesar Rp.
324911 atau 73,75 persen pada bulan
2019 Statistics

September (Centeral

Agency, 2020).

Terkait data kemiskinan di negara

Indonesia, informasi dari BPS
menunjukkan bahwa masyarakat miskin
pada laporan September 2019 sebanyak
9,22 persen, turun 0,44 persen daripada
September  2018. Persentase  jumlah
penduduk tersebut adalah persentase paling
rendah jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. BPS melaporkan bahwa ada
perbaikan penghasilan secara lebih merata
pada kurun masa tersebut. Hal ini ditandai

oleh adanya penurunan indeks perkotaan
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sebesar 6,56 persen dan pedesaan sebesar

12,60 persen. Tingkat kemiskinan di
Indonesia pada laporan September 2019
diketahui sebanyak 9,22 persen yang setara
dengan 24,79 juta jiwa. Tingkat kemiskinan
turun dari kondisi Maret 2019 yakni 9,41
persen (The Central Statistic Agency,

2020).

Beberapa program Kementerian
Sosial dianggap memberikan pengaruh
signifikan pada pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Salah satu di antaranya adalah
bantuan pangan untuk penduduk miskin.
Bantuan ini memiliki tujuan mengurangi
biaya pengeluaran penduduk miskin serta
kebutuhan

rentan dalam pemenuhan

pangan. Hal ini menjadi  bentuk

perlindungan sosial masyarakat dalam
aspek pangan yang diberikan pemerintah
(dalam konteks ini Kemensos) untuk
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
meliputi penduduk penghasilan rendah,
miskin, dan rentan (PMK, 2019). Dengan
diberikan

demikian, bantuan

yang

diharapkan dapat mengatasi persoalan
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pangan masyarakat di tengah
ketidakpastian perekonomial global saat
ini.

Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) merupakan program bantuan yang
disalurkan melalui keuangan elektronik
kepada masyarakat sasaran yang dapat
dicairkan per bulan untuk membeli bahan
pangan yang ditentukan yakni beras dan
telur. BPNT ini adalah salah satu kebijakan
penting dari Pemerintah Indonesia dalam
kemiskinan

mengatasi masyarakat

khususnya yang memiliki pendapatan

rendah yang menjadi penerima manfaat.

Program  BPNT  ditujukan  untuk

memungkinkan penerima manfaat

memperoleh bahan makanan yang lebih
bergizi dan meningkatkan kualitas pangan
mereka (Zhou & Hendriks, 2017).
Meskipun konsep bantuan pangan dalam
berbagai literasi masih diperdebatkan,
namun program bantuan pangan secara
umum merupakan sebuah inisiatif untuk
bahan dan

menyediakan pangan

peningkatan kualitas gizi yang dilakukan
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dengan berbagai program pemerintah dan

diperuntukkan bagi masyarakat yang
tergolong dalam keluarga miskin (Hebinck
et al.,, 2018). Program bantuan pangan
merupakan dasar bantuan kemanusiaan,
tetapi juga merupakan intervensi untuk
dan kerawanan

mengatasi  kerentanan

pangan bagi keluarga yang tergolong
kurang dalam pemenuhan nutrisi dan
kebutuhan pangan dasar lainnya (Waity,
2019; Zhou & Hendriks, 2017).
Penyerahan bantuan melalui akun
elektronik (non tunai) diarahkan agar
efektivitas  dan

terjadi  peningkatan

kesesuaian target bantuan, ketepatan

jumlah dan ketepatan waktu serta

mendorong  keuangan inklusif.

yang
Dengan adanya BPNT, besar harapan bisa
menyajikan keleluasaaan bagi masyarakat
penerima bantuan untuk memilih jenis,
mutu, harga, serta lokasi pembelian bahan
makanan. Besaran BPNT ditentukan senilai
Rp 110.000,- per bulan. BPNT dan dapat

dialokasikan untuk membeli bahan pangan

berupa beras dan telur dengan kuantitas dan
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mutu ditentukan sendiri oleh penerima
bantuan. Dengan kata lain, BPNT adalah
bagian dari sistem ketahanan pangan
masional yang diselenggarakan untuk

mendukung kemandirian dan kedaulatan

pangan.
Kementerian Sosial sebagai
penyelenggara program  kesejahteraan

sosial di Indonesia ikut berperan dalam
menurunkan angka kemiskinan melalui
BPNT yang disampaikan kepada penerima
manfaat dengan prinsip 7T: tepat sasaran,
tepat jumlah, , tepat waktu, tepat kualitas,
tepat harga, tepat administrasi, dan tepat
manfaat. Prinsip tersebut dimaksudkan
untuk memenuhi nilai relevan dengan
tujuan program yang kemudian harus
dihitung, dianalisis dan dievaluasi untuk
memungkinkan keadaan dan kelangsungan
kesejahteraan bagi penerima manfaat
program (Lavy, S., & Dixit, 2017; Lavy et
al., 2014). Ketujuh prinsip ketepatan pada
program BPNT digunakan oleh pemerintah

untuk menunjukkan tingkat keberhasilan,

meningkatkan program dan layanan serta
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memberikan dasar pengambilan keputusan
berdasar informasi yang telah diperoleh
kualitas

guna meningkatkan program

selanjutnya  (Chan, 2015). Dengan
demikian 7T ini merupakan kinerja utama
program BPNT.

Kebijakan pemerintah yang telah
dilaksanakan  untuk  penanggulangan
kemiskinan melalui program BPNT perlu
dievaluasi untuk mengetahui apakah
pelaksanaan program tersebut berhasil atau
telah sesuai dengan tujuh prinsip di atas.
Evaluasi adalah suatu kegiatan
pengumpulan dan analisis data tentang
ketercapaian tujuan (efektifitas) dan
dampak dari suatu program. Worthen, B.
R., & Sanders (1987) mendeskripsikan
pengertian evaluasi sebagai jalan mencari
informasi yang berharga mengenai suatu
program, produksi, serta prosedur tertentu.
Lebih lanjut, Sanders, Fitzpatrick, dan
Worthen (2011) mengartikan evaluasi
sebagai kegiatan identifikasi, klarifikasi
dan kriteria

implementasi guna

memberikan nilai mutu suatu objek
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evaluasi dengan kriteria yang sudah
ditetapkan.

Inti dari evaluasi yang dimaksud
adalah proses dihasilkannya informasi

sebagai pilihan keputusan (D.L.
Stufflebeam, 1985; Stake, 1967). Frye dan
Hemmer (2012) menjelaskan  evaluasi
program dilakukan untuk mengidentifiasi
berbagai sumber variasi dalam hasil
program dari dalam dan luar program.
Dengan demikian, dapat dikatakan evaluasi
adalah suatu proses pengumpulan data atau
informasi terkait program yang sudah
ditetapkan dan informasi tersebut dapat
terkait untuk

digunakan oleh pihak

mengambil keputusan terkait
keberlangsungan program berikutnya.
Pengujian evaluatif terhadap
indikator kinerja utama (key performance
indicators) selain  dilakukan  secara
deskriptif juga dilakukan pengujian secara
inferensial dengan Confirmatory Factor
Analysis (CFA). Dalam CFA, beberapa
alternatif model dapat dipilih atau dibangun

sesuai kondisi konseptual yang diharapkan
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dari berbagai referensi (Hair, Anderson,
Tatham & Black, 1995; Joreskog &
Sorbom, 1993). Menurut Joreskog dan
Sorborn (1993) CFA berguna untuk uji satu
dimensi, uji validitas dan reliabilitas suatu
variabel yang tidak bisa diamati secara
langsung pada konstruk tertentu. Ferdinand
(2002) menyebutkan pada CFA, model
disebut juga sebagai model deskriptif atau
model factor konfirmatori. Pada model ini,
kondisi empiris variabel laten terbagi
menjadi beberapa indikator konstruk yang
menjadi susunan ukuran variabel tersebut.
Rumusan persamaan biasa digambarkan
dalam bentuk began atau diagram
(Kusnendi, 2008).

Secara apriori, CFA dilakukan
berdasar konsep atau teori yang mendasar.
Teori yang dimaksud telah ada sebelumnya
(Opperman et al., 2013). Analisis faktor
konfirmatori biasanya didasarkan pada
teori pengukuran yang dikembangkan
dengan baik untuk menyesuaikan konstruk
yang akan diukur (Alex Linley et al., 2007;

Kline, 2015). Dalam CFA, penyusunan
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faktor dilakukan secara sengaja dan
dirumuskan dengan dasar teori atau konsep
yang ada, Pada hakikatnya, CFA digunakan
dalam pembuktian adanya keterkaitan antar
variabel dengan melakukan uji korelasi
berulang dan uji  validitas  serta
reliabilitasnya. Tujuan lain dari analisis
faktor konfirmatori adalah untuk menguji
kalayakan model pengukuran (Lewis,
2017). CFA memberikan informasi yang
berguna tentang dimensi skala dan bukti
validitas, pengukuran yang valid sangat
penting sebagai bukti empiris dalam sebuah

penelitian (Levine, 2005).

METODE
Penelitian ini berjenis deskriptif

kuantitatif bersifat  evaluatif,

yang
dilaksanakan pada Juni-Agustus 2018 di 34
kota/kabupaten di Indonesia. Penentuan
sampel menggunakan teknik sampling acak
multilevel (Sedgwick, 2015) sebanyak
1530 responden yang terdiri dari penerima
manfaat, pendamping program, dan
stakeholder. Pengumpulan data melibatkan

tim peneliti dari Kementerian Sosial dan
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peneliti dari beberapa perguruan tinggi
serta enumerator lokal. Data dikumpulkan
melalui  pengisian  kuesioner  yang
dikembangkan dari indikator kinerja utama
BPNT.

Instrumen (kuesioner) terdiri dari
tujuh indikator dengan rincian indikator
kinerja utama BPNT. Masing-masing
indikator secara berurutan tersusun dari:
tepat sasaran (tiga item), tepat jumlah (tiga
item), tepat harga (lima item), tepat kualitas
(lima item), tepat waktu (lima item), tepat
administrasi (tiga item), dan tepat manfaat
(delapan item). Pemberian skor pada setiap
item dilakukan menggunakan skala
Guttman, jika tepat maka mendapatkan
skor 1 dan sebaliknya jika tidak tepat
mendapatkan skor 0.

Setiap indikator pada instrumen
kajian ini memiliki nilai yang didapatkan
dari penjumlahan skor pada setiap item
dalam indikator yang sama. Analisis data
menggunakan CFA berbantuan program
Lisrel 8.50. Hasil olah data disajikan dalam
konstruk

bentuk model pengukuran
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indikator kinerja utama dan ditampilkan
dalam bentuk tabel goodness of fit yang
berisi kriteria kecocokan model. Kategori
goodness of fit sebagai kriteria uji adalah
Chi Square (¥ < %2 kritik) dan Probability

(p <0,05), Root Mean Square Error of

Approximation (RMSEA < 0,08),
Comparative Fit Index (CFI > 0,90),
Goodness of Fit Index (GFI > 0,90),

Normed Fit Index (NFI > 0,90), Relative Fit
Index (RFI > 0,90), Non Normed Fit Index

(NNFI>0,90), Incremental Fit Index (IF1>

S —- R1
o - R2
23— RrR3
[SY I R4
S5~ RS
S —- R6
2 —- R7

0,90), dan Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI > 0,90).

Key Performance Indicators program
BPNT dalam konteks penelitian ini dapat
dikemukakan sebuah konsep, bahwa
keberhasilan program BPNT akan tercipta
apabila program tersebut tepat sasaran,
tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat
kualitas, tepat administrasi, dan tepat
manfaat. Apabila disederhanakan dalam

sebuah ilustrasi akan terlihat sebagaimana

gambar berikut.

Gambar 1. Model Pengukuran Key Performance Indicators Program BPNT

Notes:

R1 = tepat sasaran; R2 = tepat jumlah; R3 = tepat harga; R4 = tepat kualitas; R5 = tepat waktu; R6 = tepat

administrasi; R7 = tepat manfaat

47
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum responden penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut:

mayoritas (97,56%) berjenis kelamin
perempuan, berusia 30-49 tahun(75,92%),
berstatus kawin (85%), berpendidikan
rendah (tidak tamat SD hingga tamat SD
sebanyak 66,96%), bekerja sebagai ibu
rumah tangga (68,53%), memiliki anak
antara 1-3 orang (73,33%), memiliki
tanggungan keluarga sebanyak 4-6 jiwa
(72,33%), memiliki penghasilan rata-rata
Rp. 1.262.224,- per bulan dan pengeluaran
rata-rata sebesar Rp. 947.063,- per bulan.
Apabila batas kemiskinan ditetapkan BPS
(Susenas, Maret 2018) senilai Rp. 401.220,-
/kapita/bulan, berdasar asumsi tanggungan
keluarga 4 orang, maka rumah tangga
dengan pengeluaran setiap bulan kurang
dari Rp. 1.604.880,- maka dikategorikan
miskin.  Dari  perhitungan ini dapat
disimpulkan, bahwa mayoritas KPM BPNT
memiliki

kehidupan di bawah garis

kemiskinan nasional.
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Fakta bahwa mayoritas penerima
manfaat BPNT adalah penduduk di bawah
garis kemiskinan nasional ini relevan
dengan pendapat (Hebinck et al., 2018;
Waity, 2019; Zhou & Hendriks, 2017) yang
bahwa bantuan

menyatakan, pangan

merupakan bantuan kemanusiaan dan

diperuntukkan bagi masyarakat yang
tergolong dalam keluarga miskin. Program
bantuan pangan ini merupakan intervensi
dari  pemerintah  untuk  mengatasi
kerentanan dan kerawanan pangan bagi
keluarga yang tergolong kurang dalam
pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pangan
dasar lainnya. Program ini memungkinkan
keluarga miskin untuk memperoleh bahan
makanan yang lebih bergizi dan dapat
meningkatkan kualitas pangan mereka
sebagaimana disampaikan Zhou &
Hendriks (2017).

Pengujian konstruk indikator kinerja
utama

(Key Performance Indicator)

program  BPNT melibatkan 1530

responden dari 34 kota/kabupaten di

Indonesia. Pengujian konstruk dilakukan



ISSN: 2828-0938

Jurnal Masyarakat dan Desa
Vol. 2, No. 1, Juni 2022

dengan menguji kesesuaian model dengan

Berdasarkan hasil analisis konstruk

data empirik  menggunakan  teknik yang dilakukan dengan menggunakan
Confirmatory Factor Analysis model (CFA sembilan Goodness of Fit sebagai
model). Pada kajian ini, variabel laten yang parameter  kecocokan  model  yang
diteliti terdiri dari tujuh komponen vyaitu ditampilkan dalam Tabel 1.
dimensi sasaran, harga, jumlah, waktu,
kualitas, administrasi dan manfaat.
Tabel 1. Goodness of Fit Indikator Kinerja Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai
No Index Hasil Batas Nilai | Tingkat Kecocokan
: . e 6.05 < 2 knitik X
1 | Chi Square (y*) dan Probability (p) P=0.109 P>0.05 Fit
Root Mean Square Error of i
2 Approximation (RMSEA) 0,026 =008 Fit
3 | Normed Fit Index (NFI) 1,00 =090 Fit
4 | Non Normed Fit Index (NNFI) 0.99 > 0,90 Fit
5 | Comparative Fit Index (CFI) 1,00 >=0,90 Fit
6 | Incremental Fit Index (IF]) 1.00 > 0,90 Fit
7 | Relative Fit Index(RFI) 0.98 > 0,90 Fit
8 | Goodness of Fit Index (GFI) 1.00 > 0,90 Fit
Adjusted Goodness of Fit Index - i
9 (AGFI) 0.99 =0,90 Fit

Sumber:Analisis Data Primer

Berdasar Tabel 1, diketahui semua

kriteria menjadi parameter kecocokan
(goodness of fit) terbukti memenuhi
kriteria.  Nilai hasil analisis faktor

konfirmasi pada kriteria Chi Square (y?)
diperoleh angka sebesar 6.05, atau lebih
kecil dari nilai ykritik (<7.81). Kriteria

tersebut menjelaskan, bahwa model teori
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yang digunakan sebagai prinsip ketepatan
7T fit dengan data yang diperoleh sesuai
dengan signifikasi statistik Chi Square
(Linley: 2007). Nilai pada RMSEA
menunjukkan pada angka 0.026 (< 0,08).
Hal tersebut mengindikasikan bahwa model
yang disusun fit berdasarkan atas hasil dari
nilai residu yang terdapat di dalam model.

Selanjutnya pada ketujuh kriteria fit model
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memperoleh nilai rata-rata yang sempurna
dimana empat diantaranya memperoleh
nilai sempurna (1.00) sedangkan tiga yang
lainnya memperoleh angka sebesar 0.98
dan 0.99. Dengan demikian, model yang
dianalisis mendapat dukungan kuat secara
empiris dari sampel penelitian. Maknanya,
model indikator kinerja utama program
BPNT yang diajukan cocok (fit) untuk

menggambarkan variabel pendukungnya.

Standardized Solution
0.9 ®
0,590 = R2 \
\3‘25
0.32
7 R3
0.74 4= h‘lSl
—1.00
0.72
D.goem{ R |
0.28
7
0.69
0,92+ RS 4
0.39
0.52%  R6 /
n.e5 R

Chi-Square=6.05, df=3, P-value=0.10%11, EMSER=0.026

Chi-Square=6.05, df=3,

Selanjutnya, masing-masing

indikator  perlu  diuji  signifikansi
sumbangannya terhadap ukuran faktor
kinerja program BPNT. Visualisasi model
konstruk pengukuran indikator kinerja
utama program BPNT pada model dasar
Standardized Solution dengan nilai T
sebagai untuk signifikansi per indikator

disajikan pada Gambar 2 di bawabh ini.

T-Value

25.58m i

18.21m R2

13.84m R4

25.53m RS

15.92m Ré

24. 70w R7

P-value=0.10911, EMSEZ=0.02¢&

Gambar 2. Model Dasar Standardized Solution dan T-Value Indikator Kinerja Utama BPNT

Hasil pengukuran konstruk indikator
kinerja utama program BPNT memberikan
bukti, bahwa key peformance indicators

pada program tersebut tersusun atas tujuh
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variabel amatan yakni tepat sasaran,
jumlah, waktu, kualitas, harga, administrasi
dan manfaat. Untuk mengukur reliabilitas

dapat digunakan composit reliability (CR)
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measure atau ukuran reliabilitas komposit.
Berdasar hasil analisis nilai CR diperoleh
reliabilitas konstruk dengan nilai > 0,70, ini
menunjukkan, bahwa semua manifes key
peformance indicators program bantuan
pangan non tunai adalah unidimensi.
Terdapat keterkaitan antar variabel di
antara ketujuh variabel amatan yang terukur
namun dengan nilai yang sangat kecil.
intensitas

Kemudian, untuk menguji

sumbangan/signifikansi variabel amatan
terhadap variabel laten ditampilkan dalam
bentuk T-value. Dari uji ini diketahui semua

nilai thiung> 1,96 sehingga sumbangan

semua komponen variabel amatan
(indikator) dinyatakan signifikan.
Tiga variabel yang  memiliki

sumbangan tinggi terhadap pengukuran key
peformance indicators program bantuan
pangan non tunai adalah tepat kualitas
(0,72) tepat administrasi (0,69), dan tepat
harga (0,51). Hal ini mengindikasikan
bahwa ketercapaian key peformance
indicators program bantuan pangan di

Indonesia banyak dibentuk oleh Kketiga
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variabel tersebut. Komponen Kketepatan
mutu (kualitas) dan ketepatan harga terkait
dengan kualitas atau mutu dan harga beras
dan telur yang dibeli penerima manfaat di
e-Warong (tempat

pencairan BPNT)

dengan dana BPNT. Dalam hal ini,
penerima bantuan dapat memilih tempat
pencairan serta menentukan sendiri beras
dan telur yang akan dibeli menurut
kebutuhan masing-masing sehingga bahan
pangan yang diterima dapat diketahui
sendiri kualitas dan harganya.

Di sisi lain, e-Warong sebagai tempat
pencairan bantuan pangan juga menjaga
kualitas dan harga bahan pangan yang
disalurkan untuk meningkatkan kepuasan
keluarga manfaat

penerima sebagai

pelanggan. Selanjutnya terkait dengan

komponen tepat administrasi, tingkat nilai
sumbangan yang tinggi pada aspek tersebut

mengindikasikan pentingnya ketertiban

administrasi baik dari segi penyalur

(khususnya Bank dan e-Warong), misalnya
surat perjanjian kerja antara Bank dengan e-
bukti  transaksi

Warong, pencatatan
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keluarga penerima manfaat di e-Warong,
maupun dari segi data pribadi yang dimiliki
keluarga penerima manfaat, misalnya

kejelasan nama, alamat, nomor
kependudukan, dan lain sebagainya.

Saran atau rekomendasi dari hasil
kajian ini ditujukan kepada
pemerintah/stakeholder terkait dan peneliti
dalam mengembangkan kebijakan, arah
program, dan penilaian keberhasilan BPNT
hendaknya mempertimbangkan dimensi
yang jamak dan menggunakan key
peformance indicators yang komprehensif.
Hasil kajian membuktikan bahwa semua
variabel 7T yang telah dirumuskan sudah
valid serta memiliki kontribusi yang positif
dan  signifikan dalam  membentuk
ketercapaian key peformance indicators
program bantuan pangan di Indonesia,
meskipun sumbangan pada masing-masing

dimensi tidak sama besar.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini
terbukti, bahwa konstruk pengukuran

kinerja program bantuan pangan di
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Indonesia terdiri dari tujuh indikator yaitu
tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga,
waktu, kualitas, tertib

tepat tepat

administrasi, dan tepat manfaat (7T).
Kajian ini membuktikan bahwa semua
Kriteria goodness of fit terpenuhi. Kinerja
program bantuan pangan dapat diukur
menggunakan ketujuh aspek tersebut untuk
mengetahui

seberapa baik pelaksanaan

program bantuan pangan di lapangan.

Dengan kata lain, keberhasilan
implementasi program bantuan pangan
dapat diketahui dengan  melakukan

pengukuran indikator kinerja utama yang
telah terbukti baik dalam penelitian ini.
Lebih  lanjut, pembuktian  konstruk
pengukuran ini sekaligus juga merupakan
bentuk validasi instrumen yang kemudian
dapat direkomendasikan untuk digunakan
pada kegiatan evaluasi program bantuan
sosial pangan, terutama program BPNT

pada penyelenggaraan berikutnya.
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